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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, Pemerintah
menempuh  kebijakan  pengakuan  secara  resmi
keberadaan Hutan Adat bagi Masyarakat Hutan Adat
sesual dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-
undangan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004, Pemerintah berwenang
menctapkan status hutan termasuk Hutan Adar;

bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b Pemerintah
menetapkan Hutan Adat secara bertahap sesuai prosedur

dan kelengkapan menurut  Peraturan Perundang-
undangan;



Mengingat
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bahwa  berdasarkan perumhangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah
Indikatif Hutan Adat Fase |,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi dan  Keanckaragaman  Hayati  dan
Ekosistemnya;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012
perihal Uji Materi Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun tahun 2015 tentang
Kementerinn Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MENLHK-11/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kera Kementenan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang
Perlindungan dan Pengakuan Kearifan Lokal dalam
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
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MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN  MENTER!  LINGKUNGAN HIDUP  DAN
KEHUTANAN TENTANG PETA HUTAN ADAT DAN WILAYAH
INDIKATIF HUTAN ADAT FASE [,

Pemerintah  menetapkan Peta Hutan Adat dan Wilayah
Indikatif Hutan Adat dengan skala 1:2.000.000 secara berkala
kumulatif setiap 3 (tiga) bulan vang ditandatangani oleh
Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan  Kemitraan

Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan,

Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat ditetapkan
setelah melalui prosedur serta memenuhi kelengkapan
menurut Peraturan Perundang-undangan.

Informasi Peta Hutan Adat dimasukkan dalam penetapan Peta
Kawasan Hutan dan ditetapkan dalam legenda peta secara
resmi dengan simbol arsir.

Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat mencakup
Hutan Negara, Areal Penggunaan Lain dan Hutan Adat yang

telah mendapatkan penetapan oleh Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan.

Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat meliputi

dua informasi utama yaitu:

a. Wilayah Hutan Adat bagi peruntukan Masyvarakat Hukum
Adat dan telah mendapatkan penetapan keputusan oleh
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan

b. Wilayah Indikatif Hutan Adat vyang direncanakan
peruntukannya bagi Masyarakat Hukum Adat dan telah
mendapat  persetujuan  dari  bupati/walikota sambil
menunggu kelengkapan persyaratan menurut Peraturan
Perundang-undangan.



KETUJUH
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: Wilayah Indikatif Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam

AMAR KELIMA huruf b dapat diproscs lebih lanjut menjadi

Hutan Adat setelah mendapatkan penctapan Produk Hukum

Daernh  Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dengan

ketentuan:

a. Peraturan Daerah pada lokasi Hutan Adat yang berada di
dalam Hutan Negara; dan/atau

b. Peraturan Daserah dan/atau Keputusan Bupati/Walikota

pada lokasi Hutan Adat yang berada di luar Hutan
Negara.

: Terhadap areal kawasan hutan yang telah mendapatkan

penetapan Hutan Adat tidak dapat diberikan/direncanakan
bagi peruntukan lain di luar peruntukan sebagai Hutan Adat.

¢ Untuk Pertama kalinya Hutan Adat dan Wilayah Indikatif

Hutan Adat Fase | ditandatangani oleh Menteri Lingkungan
Hidup dan Kchutanan scluas + 472,981 (empat ratus tujuh
puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu) terdin
atas;
a. Hutan Negara seluas + 384.896 (tiga ratus delapan puluh
empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam) hektar;
b. Arcal Penggunaan Lain seluas * 68.935 (enam puluh
delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima) hektar; dan
¢. Hutan Adat yang telah ditetapkan seluas t 19.150
{sembilan belas ribu seratus lima puluh) hektar,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran | sampai dengan
Lampiran VI Keputusan ini.

Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat
sebagaimana dimaksud dalam AMAR KESATU, AMAR KEDUA
dan AMAR KEDELAPAN untuk Fase [I dan seterusnya
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan setelah dikonsultasikan dengan Dircktur
Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
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KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku scjak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2019

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Tid.

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

ol o O

N2

10.
11s
12.

Gubernur seluruh Indonesia;

Bupati/Walikota seluruh Indonesia;

Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
Direktur Jenderal dan Kepala Badan Lingkup Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan,

Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan di seluruh Indonesia;
Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional di seluruh Indonesia;

Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Dayn Alam di seluruh
Indonesia;

Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilavah | s/d XXII,

Kepala Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung di seluruh Indonesia;
Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah | 5/d XVI;

Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan di seluruh
Indonesia.



TABEL. 6 DATA PETA WILAYAH INDIKATIF HUTAN ADAT FASE | BERDASARKAN KABUPATEN

FUNGSI KAWASAN

NO REGION NO PROVINSI NO KABUPATEN APL GRAND TOTAL
KON SERVASI LINDUNG PRODUKSI
1 Sumatera 1 ACEH 1 ACAEH BESAR 92.68 713.80 206.48
2 PIDIE 2,723.66 5,908.93 15,145.58 24,778.24
2 BENGKULU 3 BENGKULU UTARA 14.45 55.67 70.12
4 LEBONG 4,751.25 4,898.19 £85.57 G.00 10,535.01
3 JAMBI 5 BUNGO 302.52 66.51 369.03
6 KERINCI 1,531.59 041 33.41 1,56542
7 MERANGIN 464.63 73188 745.74 1,942.37
& SAROLANGUN 29.39 926.74 310.64 1,266.77
4 RIAU S KAMPAR 251.75 251.75
5 SUMATERA BARAT 10 DHARMASRAYA 34.50 34.20
11 KEPULAUAN MENTAWAI 225.67 306.22 10,467.81 10,989.70
6 SUMATERA SELATAN 12 MUARA ENIV 43.30 43.30
13 MUSI RAWAS UTARA 261.34 59.37 320.72
7 SUMATERA UTARA 14 HUMBANG HASUNDUTAN 2,080.57 165.03 2,517.43 5,177.09
2 Jabalnusra 8 BANTEN 15 LEBAK 1.74 9,506.56 2,625.24 12,133.54
9 JAWA BARAT 16 BOGOR 624.21 624.21
10 JAWA TENGAH 17 BREBES 1.17 63.05 64.22
3 Kalimantan 11 KAUMANTAN BARAT 18 BENGKAYANG 535.83 535.83
19 KETAPANG 84.27 50.53 134.80
20 LANDAK 886.83 286.83
21 MELAWI 223.83 5582.02 7,395.40 14,158.50 27,359.75
12 KAUMANTAN TENGAH 22 LAMANDAU 19.88 19.89
23 SERUYAN 501.73 501.79
12 KALUMANTAN TIMUR 24 PASER 43.62 3,930.92 8,389.10 12,363.63
14 KALIMANTAN UTARA 25 MALINAU 5,367.01 571.77 3,259.38 10,198.16
4 Sulawesi 15 SULAWESI BARAT 26 MAMUJU 132.92 2439 1,136.33 1,293.64
27 MAMUJIU TENGAH 186.05 1,814.71 133.13 2,139.89
16 SULAWESI SELATAN 28 ENREKANG 300.72 98.74 389.46
29 LUWU UTARA 657.01 128.33 67,950.44 58,059.59 126,795.37
17 SULAWESI TENGAH 30 MOROWALI UTARA 1,783.92 55.52 756.51 2,5595.95
31 POSO 15.264.80 890.62 86.44 16,241.86
32 SiGl 2,435.52 54,759.64 2,022.86 £89.03 60,107.05
33 TOIO UNA-UNA 11,767.35 19,597.20 12,900.55 £44,265.10
5 Maluku Papua 18 MALUKU UTARA 34 HALMAHERA BARAT 158.54 6.83 16543
35 HALMAHERA UTARA 14,412.22 10,914.64 32,677.59 58,004.46
19 PAPUA 36 JAYAPURA 15,921.79 2,917.47 18,839.25
37 SARMI .43 043
T O T A 68335.60 92,274.18 125.345.42 157,_376.23 453,831.42







